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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Konsep Kemiskinan 
Kemiskinan sesungguhnya merupakan sesuatu yang problematik, terlebih lagi 
apabila diikuti dengan pendefinisian yang kemudian harus diikuti dengan satu set 
indikator untuk mengukur secara kuantitatif kelompok masyarakat atau individu 
mana yang dapat disebut miskin. Hal itu telah dicoba dilakukan oleh banyak ahli, 
pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendapatkan rumusan mengenai siapa yang 
dapat dianggap sebagai penduduk miskin. 
Miskin diambil dari asal kata (Arab) sakana yang berarti diam atau tenang, 
sedangkan kata masakin ialah bentuk jama’ dari miskin yang menurut bahasa diambil 
dari kata sakana yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik 
atau sikap yang sabar dan qana’ah.17 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, miskin berarti tidak berharta benda, 
serba kurang/ berpenghasilan sangat rendah.
18
 Adapun menurut al-Fairuz Abadi 
dalam al-Qamus sebagaimana dikutip oleh Teungku Hasby Ash-Shiddiiqie, miskin 
adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh 
pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin ialah orang yang dihinakan oleh 
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kemiskinan atau selainnya.
19
 Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena 
fakir. Jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.
20
 
Sedangkan secara istilah, kemiskinan mempunyai beberapa definisi menurut 
para pakar maupun ulama, antara lain: 
Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, 
atau dengan bahasa yang tidak lazim disebut dengan tidak berharta benda.
21
 Sajogyo 
menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatau tingkat kehidupan yang berada di 
bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas 
kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, 
berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.
22
  
Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan 
pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 
menjamin kelangsungan hidup.
23
 Kemampuan pendapatan untuk mencukupi 
kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang 
menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. 
Kemudian Mubyarto mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kondisi serba 
kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia 
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meliputi sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan 
pendidikan dasar bagi anak-anak.
24
 
Menurut Lincolin Arsyad, kemiskinan adalah terjadinya kekurangan modal. 
Masalah kekurangan modal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep 
lingkaran tak berujung pangkal (vicious circle). Kekurangan modal ini disebabkan 
oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi disebabkan oleh rendahnya 
pendapatan, sedangkan rendahnya pendapatan karena tingkat produktivitas yang 
rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. Rendahnya produktivitas 
disebabkan oleh keterbelakangan penduduk, belum dimanfaatkannya sumber daya 
alam secara optimal.
25
 Sehingga dapat dipahami bahwa kemiskinan seseorang juga 
dapat disebabkan oleh  faktor pendidikan dari orang tersebut. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan 
sebenarnya merupakan kekurangan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, 
dan pendidikan dasar. Sehingga konsep kemiskinan sendiri merupakan akibat dari 
situasi ketidakberdayaan untuk mengubah nasib hidupnya agar menjadi lebih baik. 
Dan dalam upaya mencapai kesejahteraan, terdapat beberapa faktor yang menjadi 
tolok ukurnya sesuai Human Development Index (HDI) antara lain; angka harapan 
hidup, tingkat pendidikan/ angka melek huruf, dan paritas daya beli. 
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1. Sebab-sebab Kemiskinan 
Menurut Ramlan Surbakti kemiskinan disebabkan oleh: Pertama, pihak yang 
menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk 
membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan. Kedua, penduduk 
miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutannya baik kepada pemerintah 
maupun kepada pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka 
diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat. Ketiga, pemerintah 
daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber 
daya ekonomi.
26
   
Dalam melakukan identifikasi penyebab kemiskinan, Dawam Rahardjo 
sependapat dengan Juni Tamrin mengenai penyebab kemiskinan. Penyebab 
kemiskinan yang pertama adalah langkanya kesempatan kerja. Kemudian, 
penyebab kemiskinan yang kedua adalah pemberian upah di bawah minimum, dan 
disusul oleh rendahnya produktivitas, rendahnya asset yang dikuasai, dan 
terjadinya diskriminasi jenis kelamin.
27
 
Menurut pendapat beberapa pakar menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 
empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab mengapa kemiskinan di pedesaan 
masih tetap mencolok. Pertama, karena adanya pemusatan pemilikan tanah yang 
dibarengi dengan adanya proses fragmentasi pada arus bawah masyarakat 
pedesaan. Kedua, karena nilai tukar hasil produksi warga pedesaan khususnya 
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sektor pertanian yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk 
kebutuhan hidup sehari-hari warga pedesaan. Ketiga, karena lemahnya posisi 
masyarakat desa khususnya petani dalam mata rantai perdagangan. Keempat, 
karena karakter struktur sosial masyarakat pedesaan yang terpolarisasi. 
Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia menyimpulkan 
penyebab kemiskinan terkait dengan tiga isu strategis yaitu: (1) 
Terbatasnya kesempatan; (2) Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia; (3) 
Kurangnya perlindungan sosial.
28
 Menurut Ramlan Surbakti, dari segi 
penyebabnya kemiskinan acapkali dibedakan menjadi kemiskinan kultural, 
kemiskinan sumberdaya ekonomi, dan kemiskinan struktur.
29
 Sedangkan menurut 
Dawam Rahardjo kondisi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang 
berbeda, diantaranya adalah pertama, kesempatan kerja, kedua, upah gaji dibawah 
standar minimum, ketiga, produktivitas kerja yang rendah, keempat, ketiadaan 
asset, kelima, diskriminasi jender, keenam, tekanan harga, ketujuh, penjualan 
tanah.
30
 
Kemiskinan sesungguhnya tidak semata disebabkan oleh masalah-masalah 
internal orang miskin, seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, 
budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan atau rendahnya kemampuan orang 
miskin dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. 
                                                          
28
 BPS (Badan Pusat Statistik), Peta Kemiskinan Indonesia, 2003, hlm. 8 
29
 Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya. Surabaya: 
Airlangga University Press, 1995), hlm. 201 
30
 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Ekonomi Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 
hlm. 147 
23 
 
 
 
Menurut Bappenas kemiskinan berkaitan erat dengan faktor-faktor eksternal, 
seperti:
31
 
a. Rendahnya akses terhadap sumberdaya dasar (pendidikan, kesehatan, air 
bersih), atau berada di daerah terpencil 
b. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat yang antara 
lain disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung 
c. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) 
d. Konflik sosial dan politik 
e. Bencana alam, seperti longsor, gempa bumi, dan lain-lain 
f. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya 
penanggulangan kemiskinan, serta aspek eksternal lainnya yang dapat 
menjadi determinan dari proses kemiskinan 
Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan 
bersumber dari faktor internal dan eksternal yang mengkondisikan seseorang 
tersebut tidak berdaya atau tidak mampu dalam hal pemenuhan sandang, pangan, 
papan, dan pendidikan dasar sehingga dikatakan miskin. 
2. Ukuran dan Indikator Kemiskinan 
Ukuran kemiskinan antara lain: 
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a. Headcount Index (P0) 
Headcount index merupakan indeks kemiskinan yang paling luas 
penggunaannya, di mana secara sederhana merupakan proporsi penduduk yang 
tergolong miskin dari keseluruhan populasi. Dalam bentuk matematis 
headcount index ini dituliskan sebagai berikut: 
 
Dimana:  P0 = headcount index 
   Np = jumlah penduduk yang miskin 
   N = total keeluruhan populasi (penduduk) 
Kelebihan utama dari headcount index ini adalah mudah dihitung dan mudah 
diinterpretasi, mekipun indeks ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, 
ditinjau dari kriteria indeks kemiskinan, index ini memenuhi focus axiom tetapi 
tidak memenuhi kriteria motonicity axiom dan transfer axiom. Indeks ini dapat 
menjelaskan kedalaman kemiskinan yaitu seberapa penduduk miskin yang 
berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempertimbangkan sama sekali 
aspek distribusi pendapatan penduduk miskin. Kedua, estimasi headcount index 
harus dilakukan berdasarkan data individu bukan data rumah tangga, padahal 
hamper seluruh data survei untuk menghitung kemiskinan berbasiskan rumah 
tangga. 
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b. Poverty Gap Index (P1) 
Poverty Gap Index ini mengukur tingkat kedalaman kemiskinan di suatu 
wilayah relatif terhadap garis kemiskinan. Dalam bentuk matematis, poverty 
gap index dirumuskan sebagai berikut: 
 
Dimana:  P1 = poverty gap index 
Gi = poverty gap: garis kemiskinan dikurangi pendapatan 
penduduk miskin ke-i 
 
   Z = garis kemiskinan 
Indeks ini merupakan rata-rata proporsi poverty gap terhadap garis kemiskinan, 
di mana untuk penduduk tidak miskin nilai poverty gap Gi merupakan jarak 
antara pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka indeks ini 
sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan 
kemiskinan. Untuk menghilangkan kemiskinan, secara sederhana besarnya 
biaya yang harus diberikan kepada penduduk miskin adalah sebesar jumlah dari 
poverty  gap Gi. 
c. Poverty Severity Index 
Povertu Severity Inex mengukur tingkat keparahan kemiskinan, yaitu 
merupakan indeks tertimbang dari poverty gap dengan angka tertimbangnya 
26 
 
 
 
adalah poverty gap itu sendiri. Secara formal poverty severity index dituliskan 
sebagai berikut: 
 
Di mana P2 adalah poverty severity idex 
Dalam praktek, indeks ini jarang digunakan karena lebih sulit untuk 
diinterpretasi. Namun demikian indeks ini memiliki kelebihan karena 
memenuhi focus axiom, monotonicity axiom maupun transfer axiom.
32
 
Secara konvensional, kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan 
belanja yang hanya mampu menunjang standar hidup minimum yang menentukan 
sebagai ukuran kemiskinan absolute. Memperhatikan kemiskinan dengan sifat 
multidimensinya, maka kemiskinan tidak hanya diukur melalui kurangnya 
pendapatan dan konsumsi, melainkan juga diukur dengan sejumlah indikator yang 
memperluas gambaran kemiskinan. 
Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia menegaskan bahwa 
garis kemiskinan adalah nilai ambang batas (rupiah) untuk menentukan jumlah 
penduduk miskin yang dihitung berdasarkan komponen kecukupan makanan yaitu 
bundel konsumsi yang setara dengan energi sebanyak 2.100 kalori per orang per 
hari, dan kecukupan non makanan yang dihitung dari besarnya rupiah yang 
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dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, 
kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
33
 
Arsyad mengemukakan bahwa ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu 
kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dari 
pendapatan seseorang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan minimum. Bila 
pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat 
dikatakan miskin. Kemiskinan relatif diukur dari pendapatan seseorang 
dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Jadi, bisa jadi seseorang 
yang sudah memiliki pendapatan diatas tingkat kebutuhan minimum kategorikan 
miskin karena lebih rendah dibandingkan lingkungan dimana dia tinggal.
34
 
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya 
rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum 
makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan 
patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran minimum bukan makanan 
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. 
Dengan kata lain, BPS menggunakan dua pendekatan, yaitu : pendekatan 
kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. 
Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam 
metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran 
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yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah 
penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, 
yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makan dan non makanan. 
Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis 
kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non-makanan (non-
foodline).
35
 
Indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS),, antara 
lain sebagai berikut: 
a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan 
papan) 
b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) 
c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena yiadanya investasi untuk pendidikan 
dan keluarga) 
d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa 
e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam 
f. Kurangnya apresiasi dlam kegiatan social masyarakat 
g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang 
berkesinambungan 
h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental 
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i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita 
korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan 
terpencil).
36
 
Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mempunyai beberapa 
kriteria, diantaranya: 
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan 
c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 
rendah/ tembok tanpa diplester 
d. Tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 
tangga lain 
e. Sumber oenerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 
f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air 
hujan 
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 
tanah 
h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu 
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari 
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ polikliniki 
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l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 
500m
2
, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan 
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat 
SD 
n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal  
Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, 
atau barang modal lainnya.
37
 
Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa indikator untuk mengukur 
kemiskinan sebenarnya dapat diketahui dari tingkat pendapatan atau penghasilan 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan 
dasar, serta kualitas kesehatan masyarakatnya. 
3. Penanggulangan Kemiskinan 
Menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 
dijelaskan bahwa sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya 
penganggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh. 
Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami 
kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan 
struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang 
mengalami kemiskian struktural, antara lain memberdayakan mereka agar 
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mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah 
terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu penanggulangan kemiskinan yang 
berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain 
melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan 
ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil.
38
 
Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin bertujuan 
membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar dibidang kesehatan, 
pendidikan, dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara 
merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya 
kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus dengan harga yang 
terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, 
dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan 
adalah: penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; 
pengendalian harga bahan pokok; penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan 
dan pendidikan; perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; 
dan perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih. 
Bank Dunia berkesimpulan bahwa strategi yang paling efektif untuk 
mengurangi kemiskinan terdiri atas dua bagian yang saling menunjang dan sama 
pentingnya, yaitu: 
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a. Penciptaan peluang kerja bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber 
pendapatan melalui pola pembangunan yang menggalakkan penggunaan 
tenaga kerja secara efisien. 
b. Meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan meningkatkan kemampuan 
mereka untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara 
meningkatkan pelayanan-pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, dan 
lain-lain) bagi kaum miskin.
39
 
Menurut Heru Nugroho, kemiskinan merupakan hasil dari konstruksi sosial, 
sehingga pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan dominasi baru. Untuk 
itu, ia mengajukan upaya pengentasan kemiskinan sebagai berikut:
40
 
a. Standarisasi kemiskinan dan pendataan tentang kemiskinan 
b. Pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi kelompok miskin dalam 
pembangunan 
c. Meniadakan eksploitasi 
d. Melakukan social construction untuk meningkatkan etos kerja 
e. Pembangunan sosial budaya 
f. Redistribusi pendapatan yang merata 
Bagaimanapun, bobot dan jenis masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin 
di setiap daerah berbeda-beda, sehingga cara penanggulangan kemiskin yang 
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digunakan juga berbeda. Meskipun demikian, kebijakan dan langkah-langkahnya 
senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:
41
 
Pertama, program pengentasan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif 
apabila ada suasana tenteram dan stabil. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan 
adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan memantapkan kestabilan 
ekonomi, sosial dan politik. Kestabilan diperlukan untuk menjamin kelangsungan 
pelaksanaan program ini. 
Kedua, program pengentasan kemiskinan hanya akan dapat berjalan efektif 
apabila pertumbuhan penduduk dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah 
salah satu faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran ini. Dalam hal ini, 
kebijakan dibidang kependudukan, terutama program Keluarga Berencana yang 
diarahkan secara tajam kepada mereka yang berpenghasilan rendah akan sangat 
mendukung. 
Ketiga, program ini harus dikaitkan dengan kelestarian lingkungan. Lingkungan 
hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi 
kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata. 
Keempat, program pengentasan kemiskinan harus merupakan program 
yang berkelanjutan, yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri. 
Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan 
terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk miskin 
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untuk menolong diri mereka sendiri. Ini berarti, program pengentasan kemiskinan 
hasus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk 
melakukan kegiatan produktif. Sehingga mampu menghasikan nilai tambah yang 
lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Dalam upaya 
meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, paling tidak harus ada 
perbaikan akses terhadap empat hal: (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses 
terhadap tehnologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan 
lebih efisien; (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual 
untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti, penyediaan sarana produksi dan 
peningkatan ketrampilan harus diimbangi dengan tersediaanya pasar yang terus 
menerus; (4) akses terhadap sumber pembiayaan. Disini, koordinasi dan 
pengembangan sistem kredit kecil yang menjangkau masyarakat bawah perlu 
dilanjutkan dan ditingkatkan. 
Kelima, pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan 
diupayakan sampai ke tingkat yang serendah mungkin. Aparat daerahlah yang 
mengetahui permasalahan dan lokasi kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. 
Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan 
masyarakat di daerah itu sendiri. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan 
dengan kelompok sasaran, akan semakin efektif. 
Keenam, tekanan yang paling utama sebaiknya diberikan pada perbaikan 
pelakunya, manusianya (invest in people), menyangkut aspek pendidikan dan 
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kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan 
sekaligus mutu yang lebih baik. Peningkatan akses berarti berbagai program perlu 
diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di 
daerah-daerah terpencil, terutama di luar Jawa. 
Ketujuh, pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu dan 
kelompok masyarakat lain yang memerlukan, merupakan bagian tak terpisahkan 
dari upaya pengentasan kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan 
secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi 
dan jangkauan program tersebut. 
Berdasarkan realita tersebut diatas, maka beberapa strategi dan kebijakan 
untuk mengatasi permasalahan diatas meliputi sebagai berikut : pertama, strategi 
pertumbuhan yang berkualitas (quality growth). Strategi ini bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai oleh menguatnya 
daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi 
keluarga miskin dan terkuranginya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih 
jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk 
meningkatnya nilai/ asset keluarga miskin. Kedua, strategi peningkatan akses 
pelayanan dasar bagi keluarga miskin, yang bertujuan meningkatkan kualitas 
penduduk miskin yang ditandai oleh meningkatnya kehadiran keluarga miskin 
pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi 
pangan dan gizi yang bermutu, serta makin mudahnya menjangkau fasilitas 
tersebut akibat semakin baiknya prasana dan sarana dasar. Ketiga, strategi 
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perlindungan sosial (social protection). Srategi ini bertujuan meningkatkan 
perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai oleh semakin 
banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan 
sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah 
kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli 
penduduk miskin. Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat (community 
development). Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi 
kemiskinan yang mereka alami sendiri.
42
 
4. Teori Gini Ratio 
Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan 
distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva 
pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu 
(misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili 
persentase kumulatif penduduk. 
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan 
agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan 
sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat 
diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan 
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kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. 
Perhatikan gambar berikut: 
 
Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif 
penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan 
yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis 
diagonal di tengah disebut “garis kemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada 
garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama 
dengan prosentase penerimaan pendapatan. 
Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi 
tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari 
garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada 
gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan pada daerah A. 
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin 
merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi 
pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin 
mendekati satu. Perhatikan tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Patokan Nilai Koefisien Gini 
Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan 
<0,4 Tingkat ketimpangan rendah 
0,4 – 0,5 Tingkat ketimpangan sedang 
>0,5 Tingkat ketimpangan tinggi 
 
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan 
Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan 
yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille) 
Rumus Gini Ratio: 
GR = 1 - ∑fi [Yi + Yi-1] 
Ket: fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. 
Yi =jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. 
Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. 
Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang 
menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. 
Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau 
pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
43
 
B. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
1. Latar Belakang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
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Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah program 
pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat 
menolong dirinya sendiri.
44
 Menurut Manual Proyek Buku Satu, pengertian 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu program 
penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk 
dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di 
perkotaan. P2KP menekankan pada pentingnya proses pembangunan kapasitas 
institusi lokal (local building) sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial 
pembangunan di masing-masing komunitas.
45
 
Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terdahulu, umumnya 
hanya melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang tampak 
dari luar atau hanya melihatdari satu sisi saja, seperti kurangnya modal, tidak 
memiliki ketrampilan, rendahnya asset, dan lainnya. Sehingga pendekatan yang 
dilakukan pun cenderung bersifat parsial, sektoral dan charity. Tidak heran apabila 
kemudian sering dijumpai berbagai kondisi kurang menguntungkan, misalnya 
salah sasaran, penyalahgunaan dana dan wewenang serta penyimpangan. 
Implikasi dari pendekatan tersebut tidak hanya akan mengakibatkan 
ketidakmampuan menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan secara 
komprehensif, tetapi justru akan lebih memperpuruk kondisi kehidupan 
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masyarakat, terutama menyuburkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, 
menumbuhkan benih-benih fragmentasi sosial di tatanan masyarakat (saling 
curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan, dll) serta melemahkan kapital 
sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). 
Lemahnya kapital sosial dan pudarnya tatanan kehidupan bermasyarakat pada 
gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh 
dari kemandirian kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya 
secara bersama. Situasi ini menyehabkan mereka tidak mampu memenuhi 
kebutuhan minimal (fisik dan nonfisik) serta tidak mampu memenuhi kebutuhan 
hubungan antar manusia secara layak (manusiawi). 
Berpijak pada keyakinan dasar tersebut, P2KP mengembangkan konsep 
penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara komprehensive dan utuh dengan 
mendorong perubahan perilaku masyarakat rnelalui proses transformasi sosial dari 
kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya, dan selanjutnya menuju 
masyarakat mandiri dan harapan akhirnya terbangun masyarakat madani. Inti dan 
konsep P2KP adalah bahwa kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi 
dengan bantuan pihak luar semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya 
masyarakat itu sendiri, yang telah mampu mentransformasikan dirinya ke arah 
tatanan masyarakat madani (civil society), yakni tatanan masyarakat yang mampu 
mengurus persoalannya sendiri (Self Community Management). 
Salah satu indikator dari tatanan masyarakat madani adalah 
kelembagaan masyarakat yang kokoh. Lembaga masyarakat yang benar-benar 
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mampu berperan menjadi wadah perjuangan masyarakat, terutama kaum miskin, 
khususnya dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka maupun dalam 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan 
publik di tingkat lokal. Artinya, lembaga masyarakat tersebut mampu menjadi 
motor penggerak masyarakat untuk berbagai upaya penanggulangan kemiskinan 
dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan. 
Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan P2KP dalam proses 
transformasi masyarakat adalah dengan memulihkan dan mengokohkan kembali 
kelembagaan masyarakat di lokasi sasaran. Keberadaan lembaga masyarakat yang 
kokoh ini hanya bisa dicapai apabila lembaga tersebut benarbenar mengakar, 
representatif dan dipercaya oleh masyarakat di wilayahnya, sehingga mampu 
mengorganisir dan menjadi wadah sinergi masyarakat sekaligus menggalang 
potensi yang ada untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pembangunan 
permukiman di wilayahnya. Lembaga masyarakat seperti demikian, dalam konteks 
P2KP, secara generik disebut “Badan Keswadayaan Masyarakat”. 
Melalui keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebut 
diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada 
lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat 
tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam 
permukiman yahg lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih 
mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
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Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan nama 
program dari lanjutan sebelumnya bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Pada Mei 
2015 PNPM Mandiri Perkotaan dianggap berakhir, walau tidak ditutup secara 
resmi, tetapi dengan tidak dimasukannya PNPM Mandiri  dalam RPJM 2015-
2019, maka bisa dikatakan PNPM Mandiri telah berakhir. P2KP menitikberatkan 
bagaimana suatu kawasan dikatakan kumuh melalui tujuh indikator yakni kriteria 
jalan bangunan, kriteria jalan lingkungan, kiteria penyediaan air minum, drainase 
lingkungan, pengelolaan air limbah, pengolahan sampah dan penanganan 
kebakaran. 
Selain itu, tahun 2015 merupakan lahirnya suatu program yang disebut 
Suistainable Development Goals (SDG’S). Suistainable Development Goals 
(SDG’S) adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, 
yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka 
pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Sustainable Development 
Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang 
berakhir tahun 2015, dimana Millennium Development Goals (MDGs)  bertugas 
sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan 
kemiskinan. Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai 
kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. Berbeda dengan 
Millenium Development Goals (MGDs) yang lebih bersifat birokratis dan 
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teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak 
termasuk organisasi masyarakat sipil.
46
  
Tujuan SDGs antara lain:
47
 
1) Tanpa kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh 
penjuru dunia. 
2) Tanpa kelaparan, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, 
perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 
3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan menjamin kehidupan yang sehat serta 
mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. 
4) Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan 
meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. 
5) Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu 
dan perempuan.  
6) Air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 
berkelanjutan untuk semua orang.  
7) Energi bersih dan terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang 
terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. 
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8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, mendukung perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan 
yang layak untuk semua orang.  
9) Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, 
mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. 
10) Mengurangi kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah 
negara maupun di antara negara-negara di dunia.  
11) Keberlanjutan kota dan komunitas, membangun kota-kota serta pemukiman 
yang berkualitas, aman dan bekelanjutan. 
12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan 
konsumsi dan pola produksi. 
13) Aksi terhadap iklim, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim 
Millenium Development dan dampaknya.  
14) Kehidupan bawah laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan 
kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. 
15) Kehidupan di darat, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan 
keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.  
16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, meningkatkan perdamaian 
termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab 
untuk seluruh kalangan.  
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17) Kemitraan untuk mencapai tujuan, Memperkuat implementasi dan 
menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. 
2. Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu secara mandiri untuk 
mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. 
b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok peduli 
untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh 
gerakan bersama untuk terwujudnya sinergi dalam penanggulangan 
kemiskinan. 
3. Kelompok Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
Kelompok sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
adalah sebagai berikut: 
a. Masyarakat, yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat 
langsung adalah keluarga miskin (sesuai kriteria kemiskinan setempat yang 
disepakati) 
b. Pemerintah Daerah, yaitu perangkat pemerintah dari tingkat kota/ kebupaten, 
kecamatan, dan kelurahan 
c. Para pihak lainnya, yaitu seluruh pihak terkait seperti LSM, dunia usaha, 
pergurun tinggi, dna lain-lain. 
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4. Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
Dalam penyelenggaraan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP), semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan perpedoman pada asas-
asas dan prinsip-prinsip. Program ini mempunyai lima (5) asas dan lima (5) 
prinsip. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut; 1). Keadilan; 2). Kejujuran; 
3). Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan; 4). Kemitraan; 5). Kesederhanaan. 
Setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) harus pula bertindak dengan mengingat prinsip 
prinsip berikut ; 1). Demokratisasi 2). Partisipasi 3). Transparasi 4). Akuntabilitas 
5). Desentralisasi.
48
 
5. Kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
Langkah-langkah kegiatan atau proses yang dilaksanakan P2KP mencakup:
49
 
a) Sosialisasi awal, melalui serangkaian diseminasi, lokakarya, dan 
membangun kesadaran (kepedulian) dari semua pelaku kunci (pemerintah 
daerah, organisasi masyarakat sipil / para pihak terkait) 
b) Serangkaian Rembuk Kesiapan Masyarakat, dan Refleksi Kemiskinan, untuk 
membangun kesadaran kris dan tanggung jawab sosial, serta menumbuh 
kembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip prinsip tata 
pengaturan / kepemerintahan yang baik 
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c) Kegiatan Pemetaan Swadaya, untuk mengenal, memahami, dan menggali 
persoalan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan wilayahnya 
d) Membangun organisasi dan kelembagaan masyarakat (BKM) dengan 
pembelajaran warga mengenai kepemimpinan yang berbasis nilai, aspiraf, 
dan akuntabel 
e) Perencanaan Parsipaf melalui sejumlah rembuk warga, dan penyusunan PJM 
Pronangkis di ngkat kelurahan 
f) Pembelajaran Prinsip Tri-Daya (Sosial-Ekonomi-Lingkungan),melalui 
pemanfaatan dana BLM, merencanakan, dan mengelola keberlanjutannya 
melalui Unit pengelola keuangan (UPK). Pemanfaatan dana BLM ini dapat 
berupa santunan sosial, pinjaman bergulir untuk pengembangan usaha 
mikro, dan pembangunan/ perbaikan untuk prasarana dasar lingkungan 
permukiman 
g) Membangun transparansi, akuntabilitas publik lembaga masyarakat 
(BKM/UPK) dan mengembangkan kontrol sosial di masyarakat 
h) Mengembangkan kemitraan antara masyarakat (BKM) dan instansi (dinas) 
pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan 
pembangunan secara bersama 
i) Membangun jaringan dan kerjasama dukungan sumberdaya untuk penyaluran 
(channeling) berbagai kebutuhan program di masyarakat, seperti: 
pengembangan kapasitas (pelahan); informasi pasar; dan menggalang/ 
mobilisasi sumber-sumber kapital; baik dengan pemerintah daerah, berbagai 
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organisasi masyarakat sipil (LSM, perguruan tinggi, asosiasi profesi), 
maupun dunia usaha (perbankan, misalnya) 
j). Memberikan insentif program ”Neighbourhood Development” bagi BKM-
BKM yang berkualifikasi “Mandiri” untuk melaksanakan (uji coba 
swakelola) pembangunan lingkungan permukiman kelurahan terpadu 
(Neigbourhood Development) dengan menerapkan/ mengembangkan 
prinsip-prinsip good governance, terutama yang menyangkut efekfitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan. 
6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah forum masyarakat 
dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang 
berhak menilai rencana atau usulan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 
jenis kegiatan P2KP. Sebagai konsep generik, BKM dapat berupa lembaga 
(atau lembaga-lembaga) masyarakat yang telah ada yang berfungsi dan 
diterima secara meluas dalam masyarakat kelurahan. Dengan demikian 
LKMD dapat difungsikan sebagai BKM jika LKMD tersebut diterima secara 
meluas oleh masyarakat atau sudah disusun sesuai Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri No. 411.2/2441/SJ tentang pemberdayaan LKMD. 
Terbentuknya dan berfungsinya BKM merupakan persyaratan bagi 
disalurkannya dana bantuan P2KP kepada masyarakat di kelurahan sasaran. 
Dalam jangka panjang, BKM merupakan forum yang bertugas mengelola 
berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, khususnya 
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pengelolaan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanggulangan 
kemiskinan secara berkelanjutan. 
Tujuan pembentukan BKM adalah untuk menumbuhkan kembali 
solidaritas sosial sesama warga agar dapat bekerja sama secara demokratis, 
sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri. 
C. Konsep Kesejahteraan 
1. Teori Kesejahteraan 
Kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat 
hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal 
menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan 
sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat 
intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat 
perjuangan tapi tujuan perjuangan.
50
 
Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi 
dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan 
makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan 
untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang 
dapat menunjang kualias hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama 
terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM/ Hak Asasi Manusia, 
maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki 
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ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil mempunyai hak untuk hidup layak 
baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika 
tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM/ Hak Asasi Manusia.
51
 
Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul Bung Hatta 
dan Ekonomi Islam, “orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa 
senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, 
jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam 
hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan 
yang mengancam”.52 
Dari hasil Pre-Confrence Working for The 15
th
 international conference of 
social welfare, kesejahteraan social adalah keseluruhan usaha sosial yang 
terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya juga tercakup pula 
unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai 
kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan social, kesehatan, 
perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya.  
2. Indikator Kesejahteraan 
Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator 
keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas Suyatno dan kawan-
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kawan menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah 
dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh 
terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas 
masyarakat. Semuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat 
pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.
53
 
Pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator 
pembangunan selain untuk membedakan pendapatan antara negara-negara maju 
dan negara sedang berkembang (NSB) atau negara dunia ketiga. Pendapatan per 
kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan 
masyarakat di berbagai negara dan menggambarkan pula corak perbedaan 
tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. 
Konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang selama ini 
berkembang dan digunakan oleh beberapa Negara senatiasa mempergunakan 
ukuran yang bersifat multi-dimensional, salah satunya konsep pengukuran 
Human Development Index (HDI) atau yang dikenal dengan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). HDI merupakan pengukuran perbandingan dari 
harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara 
seluruh dunia. HDI meringkas tiga variabel kesejahteraan dalam sebuah indeks 
komposit tunggal. Variabel-variabel tersebut antara lain: 
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a. Umur panjang serta menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup) 
Indikator dari harapan hidup di antaranya adalah: 
1) Angka kematian bayi 
2) Penduduk yang diperkirakan tiak mencapai umur 40 tahun 
3) Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan 
4) Persentase penduduk yang sakit 
5) Rata-rata lamanya penduduk sakit 
6) Persentase penduduk mengobati sendiri penyakitnya 
7) Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis  
8) Persentase balita yang kurang gizi 
9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum 
bersih 
10) Persentase rumah tangga yang menghuni rumahnya berlantai tanah 
11) Persentase penduduk tanpa adanya akses terhadap fasilitas kesehatan 
12) Persentase rumah tangga tanpa adanya akses terhadap sanitasi 
b. Pendidikan (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan 
tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) 
Indikator pendidikan antara lain: angka melek huruf, rata-rata lamanya 
bersekolah, angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah (Drop 
Out). 
c. Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli, 
penghasilan) 
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Indikator standar hidup layak antara lain: 
1) Jumlah penduduk yang bekerja 
2) Jumlah pengangguran terbuka 
3) Jumlah dan persentase penduduk miskin 
4) PDRB riil per kapita54 
Indikator kesejateraan secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek 
diantaranya: 
a. Jumlah dan pemerataan pendapatan 
Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan 
dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. 
Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar 
masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Tanpa itu semua mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. 
Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah 
jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima.  
b. Pendidikan yang semakin mudah dijangkau 
Pengertian mudah disini dalam artian jarak dan nilai yang harus dibayarkan 
oleh masyarakat. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua 
orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. 
Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusia semakin 
meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan 
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yang layak semakin terbuka. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari 
kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu 
menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. 
c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata 
Kesehatan merupakan suatu faktor untuk mendapatkan pendapatan dan 
pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal 
utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit 
memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Apabila masih banyak keluhan 
masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu 
Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahetraan yang diinginkan 
oleh rakyatnya. 
Menurut BPS (2005) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan ada delapan, yaitu:
55
 
1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:  
a) Tinggi (> Rp. 10.000.000)  
b) Sedang (Rp. 5.000.000)  
c) Rendah (< Rp. 5.000.000) 
2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:  
a) Tinggi (> Rp. 5.000.000)  
b) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)  
c) Rendah (< Rp. 1.000.000) 
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3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, 
dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item 
tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:  
a) Permanen Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan 
lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat 
dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu 
kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes. 
b) Semi Permanen Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya 
setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari 
ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes. 
c) Non Permaen Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang 
dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah 
dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas 
dan sejenisnya. 
4) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu 
pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang 
dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, 
cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak 
MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke 
dalam 3 golongan yaitu:  
a) Lengkap  
b) Cukup  
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c) Kurang  
5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:  
a) Bagus (< 25% sering sakit)  
b) Cukup (25% - 50% sering sakit)  
c) Kurang (> 50% sering sakit) 
6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item 
yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, 
harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan 
digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 
a)  Mudah  
b) Cukup  
c) Sulit  
7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 
item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 
item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:  
a) Mudah  
b) Cukup  
c) Sulit 
8)  Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos 
kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 
item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:  
a) Mudah  
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b) Cukup  
c) Sulit 
3. Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam 
Umer Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan 
antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan 
salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan 
syariat islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan 
manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta 
kehidupan yang baik dan terhormat (al-halah al-tayyibah).
56
 Al- Falah secara 
bahasa bermakna Zhafarah bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), 
disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan 
kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, falah adalah kemuliaan dan 
kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.
57
 
Kesejahteraan dalam pandangan Islam, dapat dilihat dari beberapa aspek 
antara lain:
58
 
Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan 
dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan 
selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. 
Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, 
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aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah 
kesejahteraan social sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang 
sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana 
dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:  
 
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. al-anbiya’:107) 
Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran 
Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan social. Hubungan 
dengan Allah misalnya, harus dibarengi hubungan dengan sesama manusia 
(habl min Allah wa habl min an-nas). Demikian pula anjuran beriman selalu 
diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang didalamnya termasuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (rukun 
Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan 
haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan social. 
Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 
kekhalifahan yang dilakukan sejak nabi Adam As. Sebagai pakar, sebagaimana 
dikemukakan Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur’an, menyatakan 
bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan dalam al-Qur’an tercermin di 
Surga yang dihuni Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun 
melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. 
59 
 
 
 
Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan 
seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah 
SWT. Seorang muslim tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah 
SWT. Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala 
bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, al-Qur’an dengan tegas menyatakan 
bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW adalah melepaskan 
manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya, sebagaimana dinyatakan 
dalam ayat yang berbunyi:
Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
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menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya 
(Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”. (Q.S. al-Qur’an 
al-A’raaf: 157)59 
Dalam Ekonomi Islam, indikator kesejahteraan menurut Islam merujuk 
kepada al-Qur’an surat al-Quraisy (106);3-4, yaitu: 
“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) 
(106:3)” 
“Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan 
lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (106;4)” 
Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-
Qur’an ada tiga, yaitu:60 
a. Menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah 
Indikator sejahtera yang pertama dan paling utama didalam AlQuran adalah 
“menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka’bah), mengandung makna bahwa 
proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan 
tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih 
dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan 
Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya 
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kepada sang Khaliq. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai 
dalam aktivitas ibadah. 
b. Menghilangkan lapar  
Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang 
tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah 
Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki dari Allah, bekerja merupakan 
sarana untuk mendapatkan rizki dari Allah. Rizki yang bersumber dari Allah 
berguna untuk meghilangkan lapar, yang bermakna bahwa rizki uang 
diberikan Allah kepada setiap ummatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, 
ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu, kelompok atau orang-orang 
tertentu saja. Ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan 
menghilangkan lapar bukan kekenyangan apalagi berlebih-lebihan. 
c. Menghilangkan rasa takut  
Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera 
atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, bunuh diri, dan kasus 
kriminalitas tinggi, maka mengindikasi bahwa masyarakat tersebut belum 
sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan 
membuat sistem yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga 
merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat. 
D. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan 
(P2KP) juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti 
62 
 
 
 
sebelumnya meskipun dari sudut pandang/ aspek yang diteliti berbeda. Peneliti telah 
berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik 
yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi 
dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut: 
Diantara penelitian tentang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) adalah penelitian yang dilakukan oleh Niken Setyaningsih yang berjudul 
“Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi 
Kasus di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003-
2005)”.61 Penelitian Niken Setyaningsih ini menganalisis tentang profil kemiskinan di 
kelurahan Pudak Payung, Implementasi program pengentasan kemiskinan di 
kelurahan Pudak Payung, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program 
pengentasan kemiskinan di kelurahan Pudak Payung. Analisis yang digunakan adalah 
deskriptif persentase, yaitu membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu 
yang dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel.
62
 Dari hasil 
penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa profil keluarga miskin di kelurahan Pudak 
Payung menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin bekerja sebagai 
pedagang dengan tingkat pendidikan tamat SD, implementasi P2KP di kelurahan 
Pudak Payung berjalan lancar dengan jumlah KSM semakin bertambah, serta kendala 
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yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Pudak Payung yaitu masih 
adanya sumber daya manusia BKM yang dirasa kurang memadai dan KSM yang 
bermaslah (kredit macet).
63
 Penelitian Niken dengan penelitian ini sama-sama 
meneliti tentang P2KP, namun bedanya penelitian Niken lebih terfokus pada 
implementasi dan kendala yang dihadapi P2KP, sedangkan penelitian ini tidak hanya 
tentang kendala namun juga faktor pendukung program P2KP itu sendiri. 
Penelitian selanjutnya berjudul “Kemiskinan di Perkotaan (Studi Kasus 
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota di Bogor)” yang disusun oleh Hari 
Harsono.
64
 Penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana peran Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan ekonomi bagi 
masyarakat miskin kota dalam program-program yang diterapkannya. Baik dari segi 
ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, maupun kesehatan. Dalam penelitian ini 
metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam 
penelitian ini adalah banyak tanggapan dan masukan dari masyarakat, salah satunya 
adalah dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat dari pihak 
BKM agar lebih transparan dan terbuka dalam hal keuangan dan penggunaan dana 
yang didapatkannya. Ini diupayakan agar tidak terjadinya unsur KKN.
65
 Penelitian 
Hari dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang P2KP, namun bedanya dalam 
penelitian Harsono hanya memfokuskan tentang sejauh mana peran P2KP dalam 
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mengentaskan kemiskinan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi 
yang digunakan dalam P2KP dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat 
pelaksanaan P2KP. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yozi Aulia Rahman yang berjudul 
“Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Tahun 2007”.66 Penelitian Yozi ini lebih 
memfokuskan kepada sejauh mana implementasi P2KP dan tingkat keberhasilan 
program tersebut dalam meningkatkan perekonomian desa. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif presentase dan Analisis SWOT. Dari 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi P2KP baru difokuskan pada 
kegiatan infrastruktur desa, yaitu pavingisasi dan rabat beton jalan desa. Selain itu 
BKM dan Faskel harus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk secara 
bersama-sama menggerakan perekonomian desa sehingga peran P2KP dapat 
ditingkatkan dan harus memperluas program pembangunan jalan di desa lain di 
Kecamatan Tonjong yang belum mendapatkan dana bantuan P2KP.
67
 Penelitian Yozi 
dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang P2KP, namun bedanya penelitian Yozi 
ini meneliti tentang sejauh mana tingkat keberhasilan dari program P2KP dalam 
meningkatkan perekonomian. 
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Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Asna Aneta yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 
Kota Gorontalo”.68 Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisi tentang 
implementasi kebijakan program P2KP di kota Gorontalo, tingkat responsivitas 
pemerintah dan keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan P2KP, serta faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan P2KP. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian 
ini menunjukan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program 
penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan 
kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi 
kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan 
mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber 
daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.
69
 
Penelitian Asna dengan penelitian ini sama-sama meneliti program P2KP, namun 
dalam penelitian Asna lebih terfokus pada bagaimana responsivitas dari pemerintah 
dan masyarakat tentang P2KP serta faktor yang mempengaruhi dari kebijakan P2KP. 
Sedangkan penelitian ini focus pada strategi yang diterapkan P2KP.  
Dan selanjutnya adalah penelitian oleh Andika Putra dengan judul 
“Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi 
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pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)”.70 
Penelitian ini terfokus pada pengimplementasian P2KP dan apa saja permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaanya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Andika Putra menyimpulkan bahwa pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei 
Sikambing B berjalan dengan baik dan membawa perubahan yang cukup positif.. 
namun, Andika menemukan masalah yang menarik yaitu adanya lingkungan yang  
tidak berperan secara aktif dalam memanfaatkan P2KP. Dan solusi satu-satunya 
adalah membuktikan bahwa P2KP dapat berjalan dengan baik dan membawa 
perubahan yang positif untuk Kelurahan Sei Sikambing.
71
 Dalam penelitian Andika 
dan penelitian ini memang keduanya meneliti tentang P2KP, namun dalam penelitian 
Andika terfokus pada pengimplementasian dan permasalahan yang dihadapi oleh 
P2KP secara umum saja. Sedangan dalam penelitian ini selain meneliti hal tersebut 
juga dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam. 
Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Taurusman Situmeang yang 
berjudul “Proyek Penanggulangan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Di Perkotaan 
(Studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di 
Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)”.72 Dalam penelitian ini 
peneliti ingin menganalisis tentang proses pelaksanaan P2KP, tahapan pendanaan 
serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan P2KP. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan tahapan pendanaan sudah melalui 
tahapan yang benar sesuai pedoman umum yang telah digariskan oleh program P2KP. 
Untuk faktor pendukung program telah ditemukan beberapa faktor yakni: dukungan 
aparat desa, adanya azas keterbukaan dan program P2KP, dan respon masyarakat 
terhadap program P2KP. Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain: rendahnya 
kepercayaan masyarakat, terutama pada awal sosialisasi, rendahnya kinerja Faskel, 
yaitu kurangnya wawasan, dan rendahnya tanggung jawab KSM.
73
 Penelitian yang 
dilakukan oleh Taurusman dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang P2KP dan 
faktor penghambat serta pendukungnya, namun Taurusman lebih fokus meneliti 
proses dari pelaksanaan P2KP dan tahapan pemberian dana P2KP. 
Penelitian selanjutnya berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah 
dalam Mewujudkan Pelayanan Prima” yang dilakukan oleh Maryeta Ernesta Ndiki.74 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan 
akuntabilitas serta hambatan-hambatan pemerintah di BPM (Badan Penanaman 
Modal) Kota Batu dalam pelayanan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dalam 
mewujudkan pelayanan prima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelayanan yang di berikan oleh Badan 
Penanaman Modal Kota Batu khususnya pada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 
pada dasarnya sudah transparan. Namun hal ini belum diikuti dengan akuntabilitas. 
                                                          
73
 Ibid., hlm. 56-57 
74
 Maryeta Ernesta Ndiki, “Transparansi dan Akuntabilitas  Pemerintah  dalam Mewujudkan 
Pelayanan Prima”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 39 
68 
 
 
 
Dan hambatannya yakni sarana operasional (kendaraan) yang ada kurang memadai 
sehingga menghambat proses penyelesaian pelayanan, dan juga kurang partisipasi 
masyarakat untuk mengurus dan menyadari akan manfaat dari IMB, selain itu, jumlah 
pegawai yang ada cukup banyak tetapi terkesan beban kerjanya sedikit.
75
 Penelitian 
dari Maryeta dan penelitian ini memang meneliti hal yang berbeda, namun dalam 
penelitian Maryeta dan penelitian ini di dalamnya sama-sama membahas atau 
meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah ataupun pihak yang 
mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayananan.  
Adapun penelitian yang memiliki kedekatan atau kemiripan dengan penelitian 
penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Andika Putra yang berjudul  
“Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi 
pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)”. 
Penelitian Andika Putra ini mengkaji dari pelaksanaan Program Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin 
kota dalam program-program yang diterapkannya dan permasalahan yang dihadapi 
program tersebut. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, maupun 
kesehatan. Dalam penelitiannya, Andika Putra menemukan masalah yang cukup 
menarik yakni masih adanya lingkungan yang belum memanfaatkan keberadaan 
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan masalah tersebut sudah 
teratasi karena program tersebut membawa perubahan yang positif. 
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Penelitian Andika Putra ini hanya memfokuskan peran Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan 
secara umum saja. Pada penelitian kali ini penulis akan meneliti Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bila dikaitkan dengan konsep 
ekonomi Islam, sehingga nantinya akan diketahui bahwa kesejahteraan yang 
diperoleh masyarakat dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP) sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum. 
